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	Surat Perjanjian 602/12/Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Peremajaan Kompleks Pertokoan Bubaan merupakan perjanjian pemanfaatan aset daerah yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak pertama dengan PT. Pratama Eradjaya sebagai pihak kedua.
	Kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan nama ‘Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Peremajaan Kompleks Pertokoan Bubaan". Pihak Pemerintah Kota menyediakan lahan seluas 4.573m2 sebagai bentuk penyertaan modal. Tanah yang dimanfaatkan untuk didirikan bangunan oleh pihak kedua adalah sebagian tanah tersebut seluas 2.506m2 (lihat Pasal 2 ayat 1 dan 2 surat perjanjian). Seluruh biaya pembangunan merupakan bentuk penyertaan modal dari pihak kedua. Atas pembangunan tersebut, pihak kedua mendapatkan Hak Guna bangunan di atas tanah dengan Hak Pengelolaan yang menjadi aset pemerintah kota Semarang. 
	Para pihak sepakat untuk menentukan besarnya nilai saham masing-masing. Nilai saham Pemerintah Kota dengan luas tanah 2.506m2 dinilai Rp.400.000,-/m2, ditambah dengan harga bangunan setelah dikurangi penyusutan senilai Rp.350.288.320,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.352.688.000,-. Nilai saham bagi pihak kedua sesuai dengan rencana anggaran biaya seluruhnya berjumlah Rp.5.982.067.000,- (Pasal 11)
	Perjanjian ini dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Perjanjian ini didakan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang dimulai pada tahun 1992 (Pasal 3).
	Dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa pihak pertama menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola bangunan kios di lantai dasar dan lantai I seluas ± 616m2, ruang pertemuan dilantai II seluas ±308m2, mushola dan MCK seluas 196m2, dan areal parkir dan fasilitas lingungan seluas 1.720m2 dengan jumlah seluruhnya 2.840m2. Pihak kedua menerima bagian dengan Hak guna Bangunan (HGB) seluas ±9.614,5m2 yang terdiri dari lantai dasar, lantai I, lantai II dan setengah dari lantai III. 

2. Perjanjian dan Akibat Hukumnya
	Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, yaitu: Pemkot Semarang dan PT. Pratama Eradjaya, telah dituangkan ke dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak melalui “Surat Perjanjian 602/12/Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Peremajaan Kompleks Pertokoan Bubaan” menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh satu pihak merupakan pelanggaran hak kepada pihak lawannya, begitu pula sebaliknya. Tidak dipenuhinya hal-hal yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian disebut dengan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi. 

3.Pelaksanaan Perjanjian 
   Berdasarkan peninjauan di lapangan diperoleh data sebagai berikut:
1.	Kesepakatan untuk membangun gedung dan fasilitas, serta pembagian tempat usaha sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian telah dilakukan oleh pihak kedua;

2. Pihak pertama menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola bangunan kios di lantai dasar dan lantai I seluas ± 616m2, ruang pertemuan dilantai II seluas ±308m2, mushola dan MCK seluas 196m2, dan areal parkir dan fasilitas lingungan seluas 1.720m2 dengan jumlah seluruhnya 2.840m2. Pihak kedua menerima bagian dengan Hak guna Bangunan (HGB) seluas ±9.614,5m2 yang terdiri dari lantai dasar, lantai I, lantai II dan setengah dari lantai III. 
	
Berdasarkan temuan di lapangan, diperoleh data bahwa bangunan 
telah disewakan kepada pihak ketiga. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Pada ayat (5) disebutkan bahwa penguasaan sarusun dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47 (1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun. Pasal 48 (1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun. 

	Dalam konteks perjanjian ini maka masa berlakunya SHM ataupun SKBG Sarusun sama dengan masa berlakunya hak atas tanah (HGB, Hak Pakai) dimana unit satuan rumah susun tersebut dibangun. Apabila masa berlakunya hak atas tanah tempat berdirinya gedung bangunan rumah susun berakhir maka secara otomatis masa berlakunya SHM/SKBG Sarusun pun turut berakhir. Dengan demikian meskipun menggunakan istilah ‘milik’ hak penguasaan pada rumah susun komersial berupa kios di Simpang Lima akan dibatasi jangka waktunya berdasarkan jangka waktu HGB yang berlaku dan yang diperjanjikan, yaitu dua puluh lima tahun (25) tahun sesuai dengan berlakunya perjanjian yang dibuat antara Pemkot dan PT. Pratama Eradjaya.

4. Berakhirnya perjanjian
Perjanjian ini akan berakhir pada tahun 2017 yang didasarkan pada jangka waktu HGB 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Kedua belah pihak bersepakat menetapkan jangka waktu Kontrak Bagi Tempat Usaha selama dua puluh lima (25) tahun, terhitung Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama pihak kedua diterbitkan di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pihak Pertama”.
	
Dengan berakhirnya HGB sebagaimana yang disepakati para pihak di dalam Pasal 3 tersebut maka perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT. Pratama Eradjaya pada tahun 2017 akan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi. 

Tidak dapat diperpanjang lagi perjanjian dengan skema BGS setelah satu kali perjanjian berlangsung dan selesai karena ada ketentuan Pasal 229 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 299 ayat 1 menyatakan bahwa  “Untuk perjanjian dengan skema HGB maka jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani”. Selanjutnya ayat 2 Pasal 229 mengatur bahwa “Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan”.


5. Alasan-alasan Pengakhiran Perjanjian
   Terdapat alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk mengakhiri 
    perjanjian, yaitu:
1.	Alasan yuridis berdasarkan Pasal 299 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian dengan skema BGS hanya berlaku untuk satu kali masa perjanjian (yaitu 25 tahun berdasarkan perjanjian yang ada) dan tidak dapat diperpanjang lagi. 
2.	Alasan yang didasarkan pada kajian urban desain yang menyatakan perlunya pengembangan kota (termasuk bangunan) menjadi lebih modern dan sesuai trend yang ada. Selain itu juga untuk memperkaya ketersediaan ruang terbuka, kawasan wisata dan rekreasi bagi warga Semarang. Dengan merobohkan maka ada kesempatan juga untuk mengembangkan ujung utara koridor Mataram yang merupakan poros Kerajaan Demak-Pajang dan sekaligus entry point dan ending point kawasan perdagangan MT.Haryono selatan.




1. Perjanjian ini cukup memberi kepastian hukum dan kejelasan mengenai status tanah dan gedung yang menjadi obyek perjanjian ini setelah berakhirnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 17 maka dapat diketahui bahwa setelah berakhirnya masa berlakunya Hak Guna Bangunan dan perjanjian seluruh tanah dan gedung menjadi milik pemerintah Kota Semarang);

1.	Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah dalam bentuk bangun guna serah dengan Hak Guna Bangunan selama  30 tahun di atas Hak Pengelolaan lahan Pemerintah Kota Semarang;

2.	Perjanjian dengan konsep BGS yang dilakukan antara Pemkot dan    PT. Pratama Eradjaya tidak bisa diperpanjang setelah berakhirnya satu kali masa perjanjian selama 30 tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 229 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3.	 Bentuk perjanjian yang baru akan ditentukan dan dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota untuk mempertahankan gedung dan fasilitas yang ada, maka bentuk perjanjian yang dapat digunakan adalah Sewa atau KSP. Apabila dirobohkan maka dalam waktu antara gedung masih dapat digunakan dengan menggunakan perjanjian sewa atau KSP. Setelah gedung dirobohkan dan tanah siap untuk dibangun maka perjanjian yang digunakan adalah BGS/BSG; 

4.	Semua perjanjian yang dibuat, baik perjanjian Sewa, KSP maupun BGS/BSG harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
	
Rekomendasi :
1.	Perjanjian antara Pemkot Semarang dan PT. Pratama Eradjaya dengan skema BGS tidak dapat diperpanjang dan harus diakhiri pada tahun 2018 sesuai dengan berakhirnya perjanjian.

Dasar hukum untuk tidak memperpanjang adalah Pasal 229 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016.  

Penjelasannya: 
Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian dengan skema BGS hanya berlaku untuk satu kali masa perjanjian dan tidak dapat diperpanjang lagi. Dalam konteks perjanjian ini maka perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT. Pratama Eradjaya dengan skema BGS tidak dapat diperpanjang dan harus diakhiri pada tahun 2018;

2.	Selain alasan yuridis sebagaimana dikemukakan di atas, perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT. Pratama Eradjaya tidak perlu diperpanjang lagi berdasarkan kajian urban desain dan ekonomi. 

Penjelasan: 
a.	Alasan yuridis berdasarkan Pasal 299 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian dengan skema BGS hanya berlaku untuk satu kali masa perjanjian (yaitu 25 tahun berdasarkan perjanjian yang ada) dan tidak dapat diperpanjang lagi. 
b.	Alasan yang didasarkan pada kajian urban desain yang menyatakan perlunya pengembangan kota (termasuk bangunan) menjadi lebih modern dan sesuai trend yang ada. Selain itu juga untuk memperkaya ketersediaan ruang terbuka, kawasan wisata dan rekreasi bagi warga Semarang. Dengan merobohkan maka ada kesempatan juga untuk mengembangkan ujung utara koridor Mataram yang merupakan poros Kerajaan Demak-Pajang dan sekaligus entry point dan ending point kawasan perdagangan MT.Haryono selatan.
c.	Alasan yang didasarkan pada kajian ekonomi yang menyebutkan perlunya membangun kawasan perdagangan dan jasa, serta rekreasi  beserta fasilitas yang menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian kota Semarang sehingga dapat memicu dan memacu perkembangan kawasan di sekitarnya termasuk di dalamnya adalah Kota Lama, Kampung Batik, Johar, Pekojan dan MT. Haryono. Selain itu juga untuk menghidupkan kawasan lebih dari 12 jam sehingga dapat mengurangi kesan kumuh dan tidak aman bagi pengguna jalan dan warga yang melalui area tersebut.
  
3.	Dengan berakhirnya perjanjian dengan skema BGS  antara Pemkot Semarang dengan PT. Pratama Eradjaya, maka ada dua alternatif kebijakan yang ditempuh Pemkot Semarang, yaitu: 1) mempertahankan gedung dan fasilitas-fasilitasnya, atau 2) merobohkan dan membangun gedung baru dengan fasilitas-fasilitasnya;

4.	Apabila Pemerintah Kota Semarang akan tetap mempertahankan gedung dan fasilitas yang ada, maka perjanjian dapat dilanjutkan  dengan cara membuat perjanjian sewa atau KSP;

5.	Apabila gedung akan dirobohkan maka selama proses untuk perobohan dilakukan(misalnya appraisal, analisa dampak lingkungan, tender untuk mencari mitra dan sebagainya) perjanjian sewa atau KSP dapat digunakan;

6.	Selanjutnya setelah gedung dirobohkan dan tanah sudah siap untuk  dibangun gedung baru maka perjanjian kerjasama berupa BGS/BGS dapat digunakan;

7.	Semua persyaratan terkait dengan persiapan, pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian baik perjanjian sewa, KSP maupun BGS/BSG harus mendasarkan pada Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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